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Keberadaan Letter C yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alat bukti 
kepemilikan tanahnya, sebenarnya hanya merupakanalat bukti pembayaran pajak 
atas tanah adat, atau bukti bahwa atas tanah tersebut telah terdaftar sebagai obyek 
pajak dan dengan demikian harus dibayar pajaknya. Dalam konteks yuridis, status 
hukum tanah yang hanya menggunakan dokumen lain sebagai bukti kepemilikan 
hak atas tanah menjadi tidak kuat, karena tidak diakomodasi dengan Undang-
Undang Agraria yang berlaku. Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter 
C sering memicu munculnya sengketa (potential dispute) karena seringkali terjadi 
seseorang yang menguasai atau menggarap tanah tersebut tetapi sertifikat hak atas 
tanahnya justru atas nama orang lain, tanah yang belum didaftarkan hak 
kepemilikannya atau belum bersertifikat, memiliki resiko hukum dan kerawanan 
yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap obyek jual beli hak atas tanah yang 
belum didaftarkan atau belum bersertifikat lebih menekankan kejelian dan kehati-
hatian, agar jelas dan terang penjual adalah sebagai pihak yang sah dan berhak 
untuk menjual. 
 
Kata Kunci: jual beli, Letter C, kekuatan hukum 
 
ABSTRACT 
The existence Letter C is used by some people as evidence of his land ownership, 
there is only an evidence of tax payment on customary land, or proof that the land 
has been registered as an object of taxation and thus should be paid tax. In the 
context of juridical, legal status of the land is only used other documents as proof 
of land ownership becomes stronger, because it is not accommodated by the 
Agrarian Law in force. Status of land which has the force of law Letter C often 
trigger disputes (potential dispute) because it often happens that someone who 
controls or work on the land, but the certificate of the right to their land in the 
name of another person, lands that have not registered their ownership rights, or 
has not been certified, have a legal risk and higher vulnerability. Therefore, the 
object of the sale and purchase of land rights that have not registered or have not 
been certified emphasizes foresight and prudence, so clear and bright as the seller 
is legitimate and has the right to sell. 
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I.   PENDAHULUAN 
Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah yang belum 
memiliki sertifikat dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat, serta 
belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak 
Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat. Oleh 
karena itu, penting untuk mencermati tanah girik yang akan dibeli, agar di 
kemudian hari tidak timbul permasalahan yang merepotkan dan merugikan.
1
  
Untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan memberikan 
perlindungan hukum bagi para pihak, maka perlu adanya kajian tentang jual beli 
tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat dengan kuasa menjual. 
Pemikiran secara teoritis kritis perlu dilakukan guna mengantisipasi dan 
mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktik peralihan hak atas 
tanah dengan cara jual beli, utamanya hak atas tanah yang belum didaftarkan atau 
belum bersertifikat, sehingga jual beli tanah yang belum bersertifikat ada 
kepastian hukum tanpa adanya penyalahgunaan hukum.
2
 
Keberadaan Letter C yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai 
alat bukti kepemilikan tanahnya, sebenarnya hanya merupakan alat bukti 
pembayaran pajak atas tanah adat, atau bukti bahwa atas tanah tersebut telah 
terdaftar sebagai obyek pajak dan dengan demikian harus dibayar pajaknya. 
Dalam konteks yuridis, status hukum tanah yang hanya menggunakan dokumen 
lain sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi tidak kuat, karena tidak 
diakomodasi dengan Undang-Undang Agraria yang berlaku. 
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Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter C sering memicu 
munculnya sengketa (potential dispute) karena seringkali terjadi seseorang yang 
menguasai atau menggarap tanah tersebut tetapi sertifikat hak atas tanahnya justru 
atas nama orang lain. Berdasarkan fenomena yang dapat disebut bertolak belakang 
seperti yang diuraikan di atas, yakni antara peraturan perundang-undangan yang 
sudah sangat jelas bahwa bukti sah atas kepemilikan tanah yang diakomodasi oleh 
hukum tanah Indonesia adalah sertifikat, tetapi kenyataan di masyarakat masih 
banyak yang menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 
Tanah yang belum didaftarkan hak kepemilikannya atau belum bersertifikat, 
memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap 
obyek jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat 
lebih menekankan kejelian dan kehati-hatian, agar jelas dan terang penjual adalah 
sebagai pihak yang sahdan berhak untuk menjual.
3
 
Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sedang dilaksanakan oleh 
pemerintah karena sangat berguna sekali terutama dalam menjamin kepastian 
hukum atas tanah yang masyarakat miliki, hal ini terbukti bahwa masyarakat 
mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat atas tanah.  PP No. 24 
Tahun 1997 telah mengatur secara jelas definisi tentang pendaftaran tanah yaitu 
Pasal 1 ayat 1: “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai  bidang-bidang 





tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas tanah 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
,,4 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C di Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri, (2) Kekuatan hukum jual beli tanah berstatus 
Letter C di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan  tentang 
hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah berstatus 
Letter C di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, serta kekuatan hukum 
jual beli tanah berstatus Letter C di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 
(2) Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 
terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah 
dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, 
untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat 
berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk  memperoleh 
data  yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 
untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, mengembangkan 
pengetahuan di bidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi 
pengembangan ilmu hukum yaitu hukum perdata dan hukum acara perdata.  
(2) Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis 
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sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang 
diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang 
luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih 
penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha 
memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang 
pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat selama perkuliahan. 
 
II. METODE PENELITIAN  
 Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 
dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan 
dengan metode deduktif. 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah 
Berstatus Letter C di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 
Masyarakat Desa Slogohimo sebagian masih ada yang menggunakan bukti 
Letter C dalam kepemilikan tanah, tanah-tanah di Desa Slogohimo sebagian besar 
tanah milik adat/tanah girik, yang mana tanah tersebut belum didaftarkan di 
Kantor Pertanahan. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat masih 
menggunakan bukti Leter C sebagai Bukti kepemilikan Hak Atas tanah dan tidak 
melakukan pengurusan sertifikat karena adanya pemahaman sebagian masyarakat 
tentang kedudukan Letter C masih dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah.
5
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Letter C merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah terhadap tanah 
milik adat. Diterbitkannya Letter C adalah untuk keperluan pemungutan pajak 
tanah dan pajak tersebut dikenakan pada pemilik atas nama tanah tersebut, 
sehingga muncul asumsi masyarakat yang menganggap Letter C tersebut adalah 
sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
6
  
Selanjutnya, dalam pandangan masyarakat yang sederhana itu timbul karena 
surat penetapan pajak merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dan menurut pandangan masyarakat surat tersebut dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum pada hak-hak atas tanah, termasuk hak-hak atas tanah adat, 
diselenggarakanlah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam praktik 
jaminan kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan kedudukan 
agar penguasaan sebidang tanah jelas statusnya. 
Proses pembuatan sertifikat itu mereka harus memiliki surat-surat 
kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Tanah yang dimiliki masyarakat 
pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun temurun dari nenek 
moyang mereka, surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim 
sekali.
7
 Letter C yang sebutan masyarakat pada umumnya adalah pethuk, yang ada 
di tangan pemilik tanah, sedangkan yang asli terdapat di Desa/Kelurahan. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa Letter C aslinya itu ada di Kantor Desa/Kelurahan, dan 
salinannya itu di berikan kepada pemilik tanah sebagai pembayaran pajak.  
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Pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun dalam rangka 
pemeliharaan data karena terjadi perubahan-perubahan status hukum sebidang 
tanah merupakan hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 
dimana salah satu hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah diterbitkannya 
sertifikat sebagai alat bukti yang kuat hak atas sebidang tanah tertentu, beserta 
pencatatan atas setiap perubahan yang terjadi.  
Berdasarkan hasil penelitian, alasan masyarakat di Desa Slogohimo dalam 
melaksanakan jual beli tanah melalui Kepala Desa/Kelurahan karena mereka 
beranggapan bahwa jual beli melalui PPAT terlalu banyak prosedur, sulit, dan 
memakan waktu lama. Proses peralihan hak di hadapan Kepala Desa dianggap 
sudah cukup kuat, akurat, dan juga tidak dikenakan sanksi hukum.
8
 Murah dari 
sisi biaya Lebih cepat dan mudah pengurusannya 
Hal tersebut dapat berakibat pada kurang atau minimnya bukti kepemilikan 
atas tanah sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari minimnya 
proses pendaftaran hak atas tanah. Hal lain yang menjadi penyebab yakni juga 




Untuk proses pembuatan sertifikat maka mereka harus memiliki surat-surat 
kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki, akan tetapi pada kenyataannya 
tanah-tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki 
secara turun temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan 
tanah yang mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama 
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sekali. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh 
tahun sehingga masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si 




Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Berstatus Letter C di Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri 
Jual beli dapat diartikan sebagai suatu perbuatan di mana seseorang 
melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela.
11
 
Jual beli juga bias diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak 
yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan 
pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang 
sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli tanah menurut Pasal 
1457, 1458, 1459 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu 
perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak 
lainya untuk membayar harga-harga yang telah ditentukan.
12
 
Partisipasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah sangat dipengaruhi oleh 
motif-motif dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tingkat pendidikan yang 
tinggi akan membentuk persepsi akan arti pentingnya sertifikat tanah, dengan 
tingkat pendapatan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan 
tanahnya dan faktor biaya tidak merupakan masalah sehingga persepsi masyarakat 
yang terbentuk tentang mahalnya biaya sertifikat tanah bisa diabaikan. Selain itu 
sertifikat tanah akan meningkatkan status sosial masyarakat itu sendiri. Adanya 
motif-motif yang mempengaruhi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya 
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sehingga sertifikat dianggap sebagai suatu kebutuhan dan menciptakan sebuah 
kepastian hukum dimana dengan adanya sebuah kepastian hukum  maka akan 
menciptakan sebuah  manfaat dari adanya sertifikat tanah akan memberikan rasa 
aman akan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanahnya sehingga bisa 
dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13
  
Menurut PP No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 61 ayat (2) dijelaskan bahwa 
bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengurus sertifikat tanpa dikenakan 
biaya baik sebagian atau seluruhnya dengan persyaratan masyarakat tersebut dapat 
membuktikan tidak mampu membayar biaya pengurusan.
14
 
Masyarakat kurang informasi yang bisa memberikan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang kuat, 
dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan-peraturan di 
bidang pertanahan dan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang kuat. 
Pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Wonogiri keberhasilannya sangat tergantung oleh partisipasi masyarakat, upaya 
yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat agar mendaftarkan tanahnya adalah dengan sosialisasi atau 
penyuluhan, akan tetapi minat yang timbul dari masyarakat untuk mendaftarkan 
tanahnya sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang 
membentuk suatu persepsi masyarakat terhadap sertifikat pada akhirnya 
menimbulkan minat pada masyarakat.
15
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Menurut UUPA, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah 
berdasarkan sertifikat, maka dengan demikian bukti Letter C tidak dapat 
dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah, kedudukan sertifikat lebih tinggi 
dari pada Letter C, karena sertifikat adalah bukti kepemilikan bukti kepemilikan 
hak atas tanah yang kuat.
16
  
Adapun kutipan Letter C terdapat di Kantor Kelurahan, sedangkan Induk 
dari Kutipan Letter C terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa girik 
sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah. Dan saat ini dengan adanya 
Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang 
tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk 




Boedi Harsono mengatakan bahwa surat/dokumen Letter C ini sebenarnya 
hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan keterangan mengenai 
tanah yang ada dalam dalam dokumen itu sangatlah tidak lengkap dan cara 
pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang 
timbul dikemudian hari dikarenakan kurang lengkapnya data yang akurat dalam 
dokumen tersebut.
18
 Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat 
bukti berupa Letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah. Pengenaan 
pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah 
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yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan pethuk pajak, karena pajak 
dikenakan pada yang memiliki tanahnya, pethuk pajak yang fungsinya sebagai 
surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan 
diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan.  
Selanjutnya, Sutarman mengatakan bahwa tanah yang memiliki surat minim 
disebut dengan Letter C. Letter C merupakan tanda bukti berupa salinan catatan 
yang dari Kantor Desa atau Kelurahan, pihak yang berwenang mencatat dokumen 
Letter C adalah perangkat Desa/Kelurahan, dokumen Letter C sebenarnya hanya 
dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai tanah 
yang ada dalam dokumen itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak 
secara teliti, sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul di kemudian 
hari dikarenakan kurang lengkapnya data yang akurat dalam dokumen tersebut.  




“Surat pethuk pajak bumi/ dokumen Letter C bukan merupakan suatu bukti 
mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya 
tercantum dalam dokumen Letter C tersebut, akan tetapi dokumen itu hanya 
merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah 
yang bersangkutan”.  
 
Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Letter C sering memicu 
munculnya sengketa karena seringkali terjadi seseorang yang menguasai atau 
menggarap tanah tersebut tetapi sertifikat hak atas tanahnya justru atas nama 
orang lain, maka pada tahun 1993 dikeluarkanlah Surat Direktur Jenderal Pajak, 
tanggal 27 Maret 1993, Nomor : SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan 
Letter C Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II), saat ini di beberapa wilayah Jawa 
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pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah ditiadakannya mutasi 
dokumen. Hal ini disebabkan karena banyaknya timbul permasalahan yang ada di 
masyarakat karena dengan bukti kepemilikan berupa Letter C menimbulkan 




IV.  PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C di 
Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sebagian masyarakat Desa 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri masih menganggap Letter C sebagai bukti 
kepemilikan tanah, padahal Letter C adalah sebagai bukti pembayaran pajak dan 
tidak ada kaitannya dengan status atau kepemilikan hak atas tanah. Faktor-faktor 
yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Slogohimo Kabupaten Wonogiri 
masih menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah yaitu: (1) Faktor 
perpindahan hak atas tanah dalam lingkup keluarga; (2) Riwayat sengketa hak atas 
tanah sangat sedikit; (3) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat 
sangat kurang; (4) Pengurusan sertifikat membutuhkan waktu lama dan mahal; 
dan (5) Tingkat pendidikan berdasarkan jenis pekerjaan yang mempengaruhi pola 
pikir masyarakat. 
Sebagian masyarakat dalam pelaksanaan jual beli tanah di Desa Slogohimo 
masih menggunakan cara yang tradisional, banyak yang melakukan perpindahan 
hak atas tanah dalam lingkup keluarga hanya atas dasar kepercayaan, selama ini 
masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah dilaksanakan sesuai prinsip kontan 
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dan terang yang berlaku dalam hukum adat sehingga tidak diperlukan formalitas 
seperti yang berlaku pada hukum barat yang mengharuskan transaksi dilaksanakan 
dihadapan pejabat umum, mereka melakukan transaksi cukup dibuat dalam bentuk 
nota di bawah tangan yang disaksikan oleh Kepala Desa, anggapan masyarakat 
bahwa jual beli tanah dihadapan PPAT terlalu banyak prosedur, sulit, dan 
memakan waktu lama. Sedangkan proses peralihan hak di hadapan Kepala Desa 
dianggap sudah cukup kuat, akurat, dan mudah dalam pengurusannya, murah dari 
sisi biaya, dan lebih cepat.  
Sebagian masyarakat yang lain adapula yang membuat akta dengan 
disaksikan/dimintakan pengesahan kepada Camat sebagai PPAT sementara. 
Selama ini masyarakat yang melakukan jual beli tanah dibawah tangan prosesnya 
aman-aman saja dan tidak ada sengketa selama ini.  
Kedua, kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Di Kecamatan 
Slogohimo Kabupaten Wonogiri Buku Letter C, sebagai alat bukti permulaan 
sesuai Pasal 1866 BW dan 164 HIR, untuk memperoleh suatu hak atas tanah 
dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai 
tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Berkaitan dengan kutipan Letter 
C, yang dipegang oleh masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa 
Kutipan Letter C, atau Girik penyebutan oleh masyarakat sebenarnya hanya 
sebagai dasar penarikan pajak.  
Pemilik bukti kutipan Letter C sering kali menganggap bahwa girik itu 
sebagai bukti kepemilikan atas tanah, dalam proses pendaftaran kutipan buku 
Letter C dalam memperoleh hak atas tanah adalah bahwa dengan memiliki 
kutipan Letter C itu perlu lebih teliti dalam proses tahapan tahapan prosedur 
pendaftarannya, karena obyek atas tanah yang menjadi bagian yang penting dalam 
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pendaftaran tanah itu sering kali tidak sesuai antara luas, batas dan kadang 
tumpang tindih kepemilikannya. Juga berkaitan dengan salah penunjukan atas 
kutipan Letter C yang dipunyai dengan kenyatannya. Sehingga antara hak atas 
tanah yang dimiliki secara pribadi dengan hak yang dimiliki orang lain yang 
lokasi tanahnya berdekatan itu jelas. 
 
Saran 
Pertama, bagi pemerintah, perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar 
segera melakukan proses pendaftaran hak atas tanahnya dengan mekanisme 
prosedur yang telah ditentukan, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan 
berupan kutipan buku Letter C. Girik hanya berkaitan dengan buktin pembayaran 
pajak bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.  
Kedua, kepada  Pemerintah Daerah, Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian 
dalam menangani masalah pertanahan yang berkaitan dengan kutipan buku Letter 
C karena bukti kepemilikan tanah berupa kutipan Letter C, berpotensi 
menimbulakan konflik atau rentan konfik, dikarenakan sengketa atas kepemilikan 
tanah berdasarkan buku Letter C yang pada kenyataannya memang banyak hal-hal 
yang perlu dicermati, sehingga semua instansi baik Lurah dalam melakukan 
verivikasi obyek,membuat riwayat tanah lebih berhati-hati, juga Notaris dalam 
melakukan pengumpulan alat bukti dan sebagai pejabat yang memberikan jasa 
kepada masyarakat lenih berhati-hati.  
Ketiga, kepada Badan Pertanahan Nasional, sebagai instansi pemerintah 
yang berkaitan langsung dalam proses penerbitan sertifikat ini hendaknya jauh 
lebih berhati-hati agar tidak ada gugatan dari pihak manapun dengan terbitnya 
bukti kepemilikan hak atas tanah yang berupa sertifikat. Timbul sertifikat ganda 
taupun timbul tumpang tindih. Sehingga diharapakan penegakan hukum yang 
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jelas akan membawa ketertiban dan menjamin kepastian hukum di masyarakat. 
Masyarakat dapat lebih sadar hukum dengan melengkapi surat-surat atas tanah 
yang dimiliki berdasarkan buku Letter C tersebut. Dalam menunjang, kesadaran 
hukum tersebut perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat desa 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah mengenai 
pentingnya kelengkapan surat-tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. 
 
V.  PERSANTUNAN 
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, 
dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakakku tersayang atas dukungan, 
doa dan semangatnya. Sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya 
selama ini. 
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